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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Akuntansi 

Standar Akutansi Pemerintah (SAP)(Indonesia, 2010)menyatakan 

akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, klasifikasi, 

pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta 

penginterprestasi atas hasilnya. Menurut Watung(2016) akutansi merupakan 

seni pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran dalam cara yang 

signifikan dan satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian 

yang paling tidak sebagian di antaranya, memiliki sifat keuangan, dan 

selanjutnya menginterprestasikan hasilnya. 

B. Akuntansi Pemerintahan 

Mardiasmo, (2009) menyatakan Akuntansi sektor publik memiliki 

kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan  akuntansi pada domain 

publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan 

kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keleluasan wilayah publik 

tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di 

dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang 

mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, 

domain publik antara lain meliputi Badan-Badan Pemerintahan (Pemerintah 

Pusat Dan Daerah Serta Unit Kerja Pemerintah), perusahaan milik negara 

(BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Universitas, dan organisasi nirlaba 
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lainnya. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi 

sektor publik adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, pelaporan 

keuangan suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi 

lembaga-lembaga tinggi Negara. 

C. Akuntansi Belanja 

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum 

Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran lebih dalam periode tahun 

anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali 

oleh pemerintah. SAP (Indonesia, 2010) menyatakan Belanja diakui pada saat 

terjadinya pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Halim(2012) 

memberikan definisi belanja menurut basis kas adalah semua pengeluaran 

oleh Bendahara Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana jangka 

pendek dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan 

diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Sedangkan menurut 

basis akrual, belanja merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih. Darise, (2008) menyatakan Belanja 

diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan 

fungsi. 

D. Laporan Realisasi Anggaran 

SAPIndonesia(2010) menyatakan Laporan Realisasi Anggaran 

menyajikan ikhtiar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan 

yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah, yang menggambarkan 

perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. 
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E. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran 

SAP Indonesia (2010) menyatakan Tujuan standar Laporan Realisasi 

Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi 

Anggaran untuk pemerintah dalam rengka memenuhi tujuan akuntabilitas 

sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut 

lagi tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi 

realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan 

realisasinya menunjukan tingkat ketercapaian target-target yang telah 

disepakati antara Legislatif dan Eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

F. Kinerja Anggaran Belanja 

Menurut Mashun (2009) Kinerja (performance) adalah gambaran 

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasiyang tertuang 

dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan 

untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun 

kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok 

individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. 

Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang 

hendak dicapai. Kriteria tersebut berupa kesesuaian anggaran terhadap 

pelaksanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran dan efisiensi pelaksanaan 

anggaran. 
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Kinerja badan pemerintah yang sering menjadi topik utama, karena 

masyarakat berkepentingan pelayanan yang diperoleh dari badan pemerintah. 

Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan untuk menilai akuntabilitas 

organisasi dan pemimpin dalam menjalankan tugas Akuntabilitas bukan 

sekedar kemampuan menunjukan bagaimana uang negara dibelanjakan, tetapi 

kemampuan bahwa uang negara tersebut dibelanjakan secara efektif, efisien, 

dan ekonomis.(Palimbongan, 2019) 

Menurut Moeheriono (2012) pengukuran kinerja mempunyai 

pengertian suatu proses penilaian tentang kemajuan pekerjaan terhadap tujuan 

dan sasaran dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk menghasilkan 

barang dan jasa, termasuk informasi atas efisiensi serta efektivitas tindakan 

dalam mencapai tujuan organisasi. dan yang lebih penting adalah apakah 

telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetan pada saat perencanaan. 

Pengukuran kinerja bermanfaat untuk membantu para pengambil keputusan 

dalam memonitor dan memperbaiki kinerja dan berfokus pada tujuan 

organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik.Pengukuran 

kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu 

untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi program atau kegiatan. 

Selisih besaran antara realisasi dengan anggaran yang ditetapkan 

mengungkapkan kapasitas pegawai dalam penyusunan anggaran. 

Mahmudi (2010) menyatakan berdasarkan informasi pada Laporan 

Realisasi Anggaran, kita dapat membuat analisis anggaran khususnya analisis 

belanja antara lain berupa : Analisis Pertumbuhan Belanja, Analisis 

Keserasian Belanja dan Rasio Efisiensi Belanja. 
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1. Analisis Pertumbuhan Belanja 

Analisis pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan 

pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan 

keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya 

bersifat positif atau negatif, dalam pengertian sudah efisien atau belum 

serapan dalam penggunaan anggaran yang ada pada instansi untuk membiayai 

semua kegiatan-kegiatannya.(Halim, 2012) 

Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. 

Alasan kenaikannya biasanya dikaitkan dengan penyesuaian inflasi, 

perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan dan penyesuaian 

faktor makro ekonomi. 

Rumus pengukuran kinerjanya sebagai berikut: 

 

 

Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa 

besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut 

rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertumbuhan belanja harus 

diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak 

maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan 

kesehatan fiskal daerah.(Mahmudi, 2010) 

 

Pertumbuhan Belanja Tahunt 

  Rea. Belanja Thnt – Rea. Belanja Thnt-1 

  Rea. Belanja Thnt-1    

= x 100% 
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2. Analisis Keserasian Belanja 

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui 

keseimbangan antara belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai 

alat distribusi, alokasi dan stabilisasi. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan 

dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi 

belanja.(Mahmudi, 2010) 

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah 

memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja 

Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang 

dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi 

(Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan 

prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada dua 

perhitungan dalam rasio keseraian ini, yaitu: rasio belanja operasional dan 

rasio belanja modal.(Halim, 2012) 

Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja 

Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini menginformasikan kepada 

pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk 

Belanja Operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis 

dikonsumsi dalam satu tahunanggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan 

dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumya proporsi 

Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. 

Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung 



11 
 

memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah 

daerah yang tingkat pendapatannya rendah.(Mahmudi, 2010) 

Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut : 

 

 

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi 

belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca 

laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk 

investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. 

Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga 

bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal degan belanja daerah 

adalah antara 5-20%. 

Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

3. Rasio Efisiensi Belanja 

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi 

belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk 

mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan 

pemerintah.(Mahmudi, 2010) Angka yang dihasilakan dari rasio efisiensi ini 

tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang 

 

Rasio Belanja Operasi  = 
Realisasi Belanja Operasi 

Total Belanja Daerah 

 

Rasio Belanja Modal = 
Realisasi Belanja Modal 

Total Belanja Daerah 
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dianggap baik untuk rasio ini. Hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini 

belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibandingkan tahun lalu. 

Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio 

efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika lebih dari 100% maka 

mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran. 

Rumusan pengukuran efisiensi: 

  

 

 Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja 

pemerintah daerah dalam melakukan anggarkan belanja daerah. Secara 

umum, nilai efesiensi dalam dikategorikan sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah 

Kriteria Efisiensi Rasio Efisiensi 

Efisiensi <100% 

Efisiensi berimbang 100% 

Tidak Efisien >100% 

  Sumber :(Mashun, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasio Efesiensi Belanja =    x 100% 
Realisasi Belanja 

Anggaran Belanja 


